BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

I.1.1 Gambaran Umum
       	Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, yang mempunyai peranan sebagai penghubung satu daerah dengan daerah lain yang dipisahkan oleh adanya perairan. Peranan transportasi juga sangat erat kaitannya dalam pengembangan, serta merangsang aktifitas – aktifitas yang baru dalam pengembangan perekonomian suatu daerah. Kebutuhan transportasi pada suatu daerah disebabkan oleh adanya interaksi antara aktivitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut, keinginan manusia untuk melakukan perjalanan tidak pernah ada akhirnya dan juga banyaknya alasan yang menyebabkan barang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain.		Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang  menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Kegiatan angkutan penyeberangan yang terdapat di Kabupaten Biak Numfor yaitu angkutan penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Biak Numfor yang berada di Pulau Biak dengan beberapa daerah kepulauan di sekitar Papua dan Papua Barat. Kegiatan angkutan penyeberangan yang ada diperuntukan untuk menunjang kebutuhan wisata seperti meningkatkan wisatawan lokal dan asing dalam melakukan perjalanan wisata dan tulang punggung perekonomian daerah karena menunjang seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan yang khusus dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal Roll on – Roll off. Dermaga yang digunakan sebagian besar pada pelabuhan penyeberangan adalah bentuk plengsengan yang dapat menahan muatan yang besar, Moveable Bridge (MB) dan juga ponton untuk mengantisipasi pasang surut air laut. Di Indonesia terdapat banyak pelabuhan penyeberangan yang melayani berbagai lintasan komersil maupun lintasan perintis, salah satu dari pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Pelabuhan Penyeberangan Mokmer yang berada pada Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
  Pelabuhan Penyeberangan Mokmer Kabupaten Biak Numfor dikelola oleh 2 (dua) instansi, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai operator pelabuhan, Balai Pengelola Transportasi Darat WIL. XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat sebagai pengawas pelabuhan. Pelabuhan Penyeberangan Mokmer sangat berperan penting bagi perkembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Kebutuhan pengguna jasa akan angkutan penyeberangan ini sangat bervariatif, salah satunya kebutuhan untuk bahan – bahan pangan. Pelabuhan Penyeberangan Mokmer ini memiliki produktifitas yang normal karena kegiatan di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer  memiliki 3 kapal yang beroperasi dan hanya 1 trip per hari, kegiatan turun naik penumpang dan kegiatan keluar masuknya kendaraan di pelabuhan penyeberangan Mokmer masih terdapat kendala dalam hal operasionalnya dimana kurang teraturnya pola arus lalu lintas yang terdapat di pelabuhan tersebut, dan tidak sesuainya prosedur kendaraan yang akan naik ke kapal. 
Hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan sistem zona di Pelabuhan. Sehingga pengaturan di area pelabuhan menjadi kurang teratur seperti adanya pedagang yang berjualan di Moveable Bridge, pejalan kaki berjalan di trestel kendaraan, pengantar/penjemput memasuki dermaga pelabuhan, trestle dijadikan tempat memancing, dan bercampurnya penumpang dan kendaraan. Hal ini bertentangan dengan kondisi ideal sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Maka setiap pelabuhan penyeberangan dituntut agar lebih memperhatikan lagi akan pengaturan lalu lintas muatan yang ada di pelabuhan penyeberangan baik itu penumpang maupun kendaraan agar lebih tertib, teratur, dan lancar. Kelancaran pergerakan muatan baik itu penumpang dan kendaraan yang ada pada suatu pelabuhan menunjukan keberhasilan kinerja suatu pelabuhan dalam mengatur dan mengolah operasional pelabuhan untuk menjadi lebih baik didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan kertas kerja wajib ini di ambil judul “PENERAPAN SISTEM ZONASI DAN MANAJEMEN LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN MOKMER KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA”


I.1.2	Rumusan Masalah
       Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimana pengaturan penerapan zona wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan?
2. Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer?
3. Bagaimana upaya manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan ?

I.2. Maksud Dan Tujuan
Adapun maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester VI dan yang menjadi tujuan dari pembahasan masalah yang diambil pada Pelabuhan Penyeberangan Mokmer adalah sebagai berikut:
1. Menentukan zona wilayah yang diperlukan untuk penumpang dan kendaraan pada Pelabuhan Penyeberangan Mokmer berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
2. Untuk mengetahui perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan sitem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer.
3. Mengatur Manajemen Lalu Lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

I.3. Manfaat
Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi penulis
Dalam pembuatan KKW ini, Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam mengikuti pendidikan Diploma III LLASDP dan dapat menjadi referensi bagi adik tingkat sebagai bahan belajar. Serta sebagai persyaratan akhir menyelesaikan pendidikan
2. Manfaat bagi Lembaga atau Instansi
a. KKW ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang
b. Bagi Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Mokmer Kabupaten Biak Numfor, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, sehingga terlaksananya pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan yang tertib, teratur dan lancar di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer Kabupaten Biak Numfor.

I.4. Keaslian 
Dalam penelitian ini digunakan pembanding yang relevan agar hasil yang di dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu digunakan metode yang sama untuk membahas Zonasi Dan Manajemen Lalu Lintas, namun terdapat beberapa perbedaan dengan KKW sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel I.2
Perbedaan Kertas Kerja Wajib
	Aspek Perbedaan
	M. Fariz Hamdhika
	M. Rizky Kurniansyah K.
	Albert Bagas Siallagan

	Judul KKW
	Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	Tinjauan Penerapan Sistem Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Merak Kota Cilegon Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan
	Penerapan Sistem Zonasi Dan Manajemen Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Mokmer Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

	Tempat Penelitian
	Pelabuhan Penyeberangan Jepara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
	Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon
	Pelabuhan Penyeberangan Mokmer, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

	Analisa Permasalahan
	1. Analisa Pola Arus Lalu Lintas
2.Analisa Penentuan Zona
3. Analisa Peralatan Yang   Mendukung Sistem Zona
	1. Analisa Pola Arus Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan 
2. Analisa Penentuan Zona
3. Analisa Penempatan Rambu Zona
4. Analisa Penempatan Petugas Keamanan

	1. Analisa Penerapan Sistem Zona 
2. Analisa Manajemen Lalu Lintas 
3. Analisa Peralatan Pendukung Zona

	Peraturan yang digunakan
	PERMENHUB No. PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan
	Pm 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
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